
SALINAN

BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR S'? TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN KESATUAN BANGS A DAN POLITIK

KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah serta untuk pedoman guna 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas 

Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Boyolali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang.
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeira Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Daerah ....
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7.

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Boyolah Nomor 183) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten 

Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 

2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 

3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 
3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK 
KABUPATEN BOYOLALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1,
2
3.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Bupati adalah Bupati Boyolali.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah.

4. Pemerintah Daerah ....
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4.

5.

6.

7.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemenntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian keija 

yang bekeija pada instansi pemerintah.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut
Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Boyolali.

BAB II
URAIAN TUGAS

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesatu 

Bakesbangpol

Pasal 2

Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kesatuan bangsa 
dan politik.
Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 

Bakesbangpol yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan, 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kesatuan 
bangsa dan politik.
Uraian tugas Kepala Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
adalah sebagai berikut:

merumuskan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang 

pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, 
penyeienggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, 
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan 

kerukunan an tar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan 

golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 

penanganan konflik sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

a.

b. menetapkan ....
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e.

f.

g-

menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

anggaran di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan 

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, 
pembinaan kerukunan an tar suku dan intra suku, umat beragama, 
ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan 

organisasi kemasy arakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan 

nasionai dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 

rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;
mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, 
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, 
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan 

kerukunan guitar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan 

golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi 

kemasy arakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasionai dan 

penanganan konflik sosial di Daerah berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya beijalan 

efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

betjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

menyelenggarakan penunjang Urusan Pemerintahan di lingkup 

Bakesbangpol meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan 

umum lainnya sesuai pedoman yang berlaku untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas Bakesbangpol;

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 

ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan 

politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan 

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan 

an tar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan 

lainnya, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi organisasi 
kemasy arakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasionai dan 

penanganan konflik sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

melaksanakan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

h. mengoordinasikan.
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h. mengoordinasikan dan mernfasilitasi ketja sama dengan instansi 

lain atau mitra keija lainnya dalam menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 

Urusan Pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya, pembinaan kerukunan an tar suku dan intra suku, umat 

beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan, pemberdayaan 

dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah 

sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 

internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

j. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

k. merumuskan laporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya, pembinaan kerukunan an tar suku dan intra suku, umat 

beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan, pemberdayaan 

fasilitasi organisasi kemasy arakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi organisasi 

kemasyarakatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Bagian Kedua 

Tugas Sekretariat

Paragraf 1 

Sekretariat

Pasal 3 ....
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Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan 

administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan 

pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan 

Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Bakesbangpol.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 

pelaksanaan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang 

meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, 
perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada 

semua unsur di lingkungan Bakesbangpol.
(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 

sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat,

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan
pengelolaan kepegawaian, dan administrasi keuangan serta 

perencanaan dan pelaporan pada Bakesbangpol sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 

pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan;
b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-men30irat,

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan
pengelolaan kepegawaian, dan administrasi keuangan serta 

perencanaan dan pelaporan pada Bakesbangpol sesuai prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 

rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat,

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan
pengelolaan kepegawaian, dan administrasi keuangan serta 

perencanaan dan pelaporan pada Bakesbangpol berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas beijalan dsin berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelia ...
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e. menyelia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi dan dapat menunjang pelaksanaan 
tugas Bakesbangpol secara optimal;

f. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan 
kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas 
Bakesbangpol;

g. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, 
perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi keuangan;

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 

inventaris pada Bakesbangpol meliputi penyiapan bahan rencana 
kebutuhan barang, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan 
pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud tertib administrasi barang inventaris;

i. menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan, dan penetapan 
target kineija serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 
perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitas 
kineija yang baik;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang 
kesekretariatan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

l. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi organisasi kemasyarakatan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina ...
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m. membina, tnengawasi, dan menilai Idneija bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pa sal 4

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, hubungan 

masyarakat, protokol, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, 
urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan 

tata usaha, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, urusan 

administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, 
dan penataan barang milik negara.

(3) Uraian tugas Kepeda Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a, menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat- 

menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, pengelolaan barang inventaris, kelembagaan, 
administrasi, dan pengelolaan kepegawaian pada Bakesbangpol 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat- 

menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan 

pengelolaan kepegawaian pada Bakesbangpol sesuai prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;

c. menyelia ....
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c. menyelia pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan 
pengelolaan kepegawaian pada Bakesbangpol berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat- 
menyurat sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan surat- 
menyurat;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerumahtanggaan dan menunjang pelaksanaan tugas
Bakesbangpol secara optimal;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 
masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 
keterbukaan informasi organisasi kemasyarakatan publik;

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang 
pelaksanaan tugas Bakesbangpol secara optimal;

i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan 
kineija pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 

lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 
lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam 
mendukung pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kineija;
m. memberikan ....
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m. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang 

kesekretariatan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

n. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi organisasi kemasyarakatan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 5

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan 

anggaran serta pengelolaan keuangan, penyusunan laporan kineija, 
penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, 
Keuangan dan Pelaporan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 

penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta 

pengelolaan keuangan, pen3oisunan laporan kineija, penatausahaan, 
akuntansi, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. men30isun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija 

pada Bakesbangpol sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun
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d.

e.

f.

b. men50isun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan Idneija 
pada Bakesbangpol sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungj awabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

pembangunan Daerah;
c, mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan 

kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija pada 
Bakesbangpol berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal; 
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; 
menyelia pengumpulan data dan informasi organisasi 
kemasyarakatan perencanaan di lingkup tugasnya; 
menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan meliputi rencana strategis, indikator kineija 
utama, rencana kineija tahunan, rencana keija, rencana kegiatan 
dan anggaran, peijanjian kineija, pengukuran kineija, dan 

dokumen perencanaan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan

bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 
laporan keterangan pertanggungj awaban Bupati, laporan
akuntabilitas kineija instansi Pemerintah, dan laporan lainnya 

sesuai lingkup tugasnya;
h. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 

keuangan dan akuntansi;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

belanja langsung di lingkup tugasnya;
j. menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana anggaran 

belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;
k. menyelia pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi

pembukuan, verifikasi, rekapitulasi, dan dokumentasi pelaksanaan 

belanja langsung dan tidak langsung;
l. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban

keuangan;
m. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

o. memberikan ....
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o. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang 
kesekretariatan beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

p. menyusun laporan di bidang perencanaan, keuangan, dan 
pelaporan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
organisasi kemasyarakatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

q. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Ketiga
Tugas Bidang Kesatuan Bangsa 

Paragraf 1
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 6
(1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian 

dan evaluasi program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, 
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 
kewaspadaan dini, keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
keija asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, 
serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan 
konflik.

(2) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 
pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, 
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 
kewaspadaan dini, keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
keija asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, 
serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan 
konflik.

(3) Uraian ....



- 14 -

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. men30isun kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 

narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan serta kewaspadaan dini, keijasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan an tar negara, serta fasilitasi kelembagaan 

bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 

pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan;
b. menyusun perencanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 

bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka 

Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

kewaspadaan dini, keijasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga keija asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan 

an tar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan 

penanganan konflik sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 

narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 

kepercayaan serta kewaspadaan dini, keijasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga keija asing dan lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan an tar negara, serta fasilitasi kelembagaan 

bidang kewaspadaan dan penanganan konflik berdasarkan 

kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melakukan ....
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e. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan 
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter 
bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah 
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, 
keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing 
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan an tar negara, serta 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan 

konfLik;
f. melaksanakan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di 

wilayah Daerah;
g. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan 

konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 
pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing 
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan an tar negara, serta 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan
konflik;

i. melaksanakan keijasama an tar lembaga pemerintah, swasta,
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 
pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, 
keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing 
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan
konflik;

j. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama 
dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama 
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing dan lembaga 
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;

k. melaksanakan.
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k. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang 
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 
pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah 
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, 
keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing 
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan an tar negara, serta 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan 
konflik;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter 
bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah 
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, 
keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing 
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan 
konflik sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

m. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 
pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah 
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, 
keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing 
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan 
konflik beijalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka 
Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 
kewaspadaan dini, keijasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga keija asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan 
antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan 
penanganan konflik berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
organisasi kemasyarakatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;

o. membina ....
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o. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama

Pasal 7
(1) Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di 
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 
pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, 
serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan 
penghayat kepercayaan.

(2) Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya, Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 
bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter 
bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah 
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....

a.
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b. menyusun bahan perencanaan di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; 

melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama dan an tar 

umat beragama;
menyiapkan pengkajian masalah penanganan aspek ekonomi dan 

sosied budaya;
melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta 
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, 
dan penghayat kepercayaan;

h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan, dan desa di bidang ketahanan ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta 
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, 
dan penghayat kepercayaan;

i. menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparatur 
Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, 
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat 

kepercayaan;

e.

f.

g-

melaksanakan
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J-

k.

1.

m.

n.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter 
bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah 
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kineija;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 
pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah 
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 
beragama, dan penghayat kepercayaan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;
menyxisun laporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka 
Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi organisasi 
kemasyarakatan dan pertan ggungj awaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Pasal 8

(1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas bidang kewaspadaan dini, keijasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga keija asing dan lembaga asing, serta 
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

(2) Subbidang
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(2) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang Kewaspadaan 
Dini dan Penanganan Konflik yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
bidang kewaspadaan dini, keijasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga keija asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan 
Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini,

keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing 
dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan;
b. men50isun bahan perencanaan di bidang kewaspadaan dini,

keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing 
dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertetnggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, keijasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing dan lembaga 
asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta 
penanganan konflik berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 

dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
e. menyiapkan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan 

konflik dan kewaspadaan nasional wilayah Daerah;
f. menyiapkan bahan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat 

di wilayah Daerah;
g. melaksanakan keijasama, pengawasan, dan pengamanan orang 

asing dan tenaga keija asing di wilayah Daerah;
h. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di bidang kewaspadaan 

dini, keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija 
asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan serta penanganan konflik;

i. menyiapkan ....
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k.
l.
m.
n.
o. 

P*
q*

r.

s.

t.

u.

V.

menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di 
kecamatan, kelurahan, dan desa di bidang kewaspadaan dini, 
keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing 

dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik;
menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparatur 
Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, 
keijasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing 
dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan serta penanganan konflik; 
mengawasi kegiatan orang asing; 
melaksanakan tugas-tugas intelijen;
melaksanakan fasilitasi komunitas intelijen daerah Boyolali; 
melaksanakan keijasama di bidang intelijen keamanan; 
melaksanakan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat; 

melakukan fasilitasi penanganan konflik berbasis masyarakat; 

melakukan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat perbatasan 

dalam penanganan konflik;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
kewaspadaan dini, keijasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga keija asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
kewaspadaan dini, keijasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga keija asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik beijalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyusun laporan di bidang kewaspadaan dini, keijasama intelijen, 
pemeintauan orang asing, tenaga keija asing dan lembaga asing, 
serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan 
konflik berdasarkan data dan analisa sebagai informasi organisasi 
kemasyarakatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Bagian Keempat....
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Bagian Keempat

Tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 9

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai 
tugas mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang 
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 
pemilihan umum/pemiUhan umum kepala Daerah, pemantauan situasi 
politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan 
organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan 

organisasi kemasyarakatan asing.
(2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Politik 
Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai tugas 
mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang pendidikan 

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik 

serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan 

organisasi kemasyarakatan asing.
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai 
berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik 
serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan 
organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....
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c.

d.

e.

f.

g-

h.

1.

men3oisun perencanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerin tahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum / pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik 

serta pendaftaran organisasi kemasy arakatan, pemberdayaan 

organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 

organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik 

serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan 

organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 

organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing berdasarkan 

kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas beijalan dan berhasU optimal;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

mengumpulkan bah an keterangan dan informasi organisasi 

kemasyarakatan di bidang politik dalam negeri;

memetakan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi 

politik dalam negeri, stabilitas dalam negeri, dampak teknologi dan 

informasi organisasi kemasyarakatan, serta keberadaan dan 

aktivitas organisasi kemasyarakatan dan organisasi 
kemasyarakatan asing;
melaksanakan keijasama dalam meningkatkan stabilitas politik, 
keamanan dalam negeri di Daerah;

meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan 

Pancasila di wilayah Daerah;
meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah 

Daerah;

melaksanakan
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j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 

partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, 
pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasy arakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi
kemasyarakatan asing sesuai dengan perencanaan dan indikator 

sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kineija;

k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 
pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan 
situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi 
sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing beijalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. menyusun laporan di bidang pendidikan politik, etika budaya 
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik 
serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan 
organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi organisasi kemasyarakatan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
m. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

n.

Paragraf 2

Subbidang Politik Dalam Negeri

Pasal 10
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Pasal 10

(1) Subbidang PoUtik Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas 
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum kepala Daerah, dan pemantauan situasi politik.

(2) Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri yang mempunyai 
tugas memimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, dan 

pemantauan situasi politik.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menjaisun bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala Daerah, dan pemantauan situasi 
politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala Daerah, dan pemantauan situasi 
politik sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala Daerah, dan pemantauan situasi 
politik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. memfasilitasi penyuluhan aspirasi masyarakat yang berkaitan 

dengan partai politik;

f. memfasilitasi ...
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f. memfasilitasi kegiatan serta mendukung suksesnya 
penyelenggaraan pemilihan umum;

g. menginformasikan organisasi kemasyarakatan dan 
mendokumentasikan hasil penyelenggaraan pemilihan umum 
sesuai keijasama dan koordinasi dengan lembaga terkait;

h. menyiapkan bahan keterangan dan informasi rganisasi 
kemasyarakatani di bidang politik dalam negeri di wilayah Daerah;

i. menyiapkan data dan informasi rganisasi kemasyarakatani partai 
politik wilayah Daerah;

j. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat di 
bidang politik;

k. menyiapkan bahan peningkatan pemahaman mengenai etika dan 
budaya politik di wilayah Daerah;

l. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas kelembagaan partai 
politik di wilayah Daerah;

m. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 
pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah, dan 
pemantauan situasi politik;

n. menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di 
kecamatan, keiurahan, dan desa di bidang pendidikan politik, etika 
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum Kepala Daerah, dan pemantauan situasi 
politik;

o. menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparatur 
Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika 
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum Kepala Daerah, dan pemantauan situasi 

politik;
p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, 
dan pemantauan situasi politik sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

q. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 
pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, dan
pemantauan situasi politik berjalan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

r. menyusun ....
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t.

menyusun laporan di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala Daerah, dan pemantauan situasi 

politikberdasarkan data dan analisa sebagai informasi organisasi 

kemasyarakatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Paragraf 3
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11
(1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas bidang pencatatan organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi 
sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

(2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan 

yang mempunyai tugas memimpin perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencatatan organisasi 
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi 

dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan 

organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pencatatan organisasi 

kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi 
kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....
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b. menyusun bahan perencanaan di bidang pencatatan organisasi
kemasy arakatan, pemberdayaan organisasi kemasy arakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasy arakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi
kemasyarakatan asing sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pencatatan organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi
kemasyarakatan asing berdasarkan kewenangan dan
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 

dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas

e. memfasilitasi organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, dan 

lembaga swadaya masyarakat;
f. melaksanakan keijasama dan koordinasi dengan organisasi 

kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya 

memantapkan proses asimilasi;
g. melakukan komunikasi, pemantauan, perkembangan, dan mediasi 

serta melaksanakan pemantauan kegiatan organisasi 

kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;

h. melakukan inventarisasi data keberadaan organisasi 

kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
i. melaksanakan forum komunikasi an tar organisasi kemasyarakatan, 

dan lembaga swadaya masyarakat;
j. memproses penerbitan surat keterangan tercatat sebagai organisasi 

kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;

k. melaksanakan kegiatan di bidang pencatatan organisasi 
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi 
kemasyarakatan asing;

l. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di 
kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang organisasi 

kemasyarakatan;
m. melaksanakan ...
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m. melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan pencatatan organisasi 
kemasyarakatan, mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi 
kemasyarakatan asing;

n. melaksanakan pengendaiian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pencatatan organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan 

organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 

organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendaiian internal 

yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

o. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pencatatan organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 

kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan 

organisasi kemasyarakatan asing beijalan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan di bidang pencatatan organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi 
kemasyarakatan asing berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

q. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 

Boyolali Tahun 2012 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 ....
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Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 5 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR g 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SHI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I 

NIP. 19671102 199403 2 009


